
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
No. 05 TAHUN 1967 

TENTANG 

BENTUK KERDJA-SAMA DAt"J TATA-KERDJA 
APARATUR PEMERINTAHAN DI DAERAH 

> • 

I P.C. 462 I 
t 
.EMEN PE1I.'ERANGAN R.I. 





~~ G OJA. \968 

PENERBITAN CHUSUS 

462 

lNSTRUKSI PRESIDEl~ REPUBLIK INDONESIA "­
No. 05 T AHUN 1967 

TENTANG 

BENTUK KERDJA-SAMA DAl~ TATA-KERDJA 
AP ARA TOR PEMERINT AIit.AN Dr DAERAH 

, f 



,;; : J 

PERPUSTAKAAN NASIONAL RI. 

Tanggal 

No. lnduk 

BIB - ID 

Beli I Hadiah 

: 31 Mei 2013 

: 635661PN-MUSEUMf13 

: ElL Museum 

i . 

" i " 
1 



,. 

mSTIW]{Sll PRESIDEN R,EPUBLIK INDONESIA 
No. 05 TAJIUN 1967. 

Iiami, Pedju uat P,rcsidcn Rep\lblih Indones ia, 

Menimba,ng: bahwa perlu mev>'Udj udkan kerdja sama, koor­
dinasi, integrasi dan sinkronisasi lcegiatan antara aparatur­
aparatul' pemel'intah aln didael'ah d~n pengamanan pelaksanaau' 
kebidjaksallaan/ program-program Kabinet . Amp~r,a didaerah ; 

Mengillgat: 
1. Undang-ulldang Dasar 1945 Pasal 4 ajat (1 ) ; 
2. Keputusan Pre.siden Republik Indonesia No. :~07 Tahun 1967, 

ten tang pembubul'wn KOTI. 

Mendengar: Presidium Kabinet Ampei-a, 

M e mutuskan: 

Menetapkan: lnstruksi Prcsiden tentapg Bentuk kerdja­
sanllt dan ta1;a-I{erdja apa,ratur Pemerintahan di Daerah, 
sebagai berikut : 

B A B I. 

KETENTUAN m.nIM . 

Pasal 1. 
I 

Dalam Instruksi ini, jang dimaksud dengan : 
(1) Penguasa Daerah adalah Gb.bernur/ Kepala Daerah Tingkat 

I sebagaimana jang dimaksud dalam Undang-undaug 
No, '18 tahUn 1965. • 

(2) · Panglima Daerah ABRI adalah Panglima Daerah Militer 
uutuk Am.gkatan Darat, Panglima Daerah Maritim untuk 
Augkata'll Laut, Panglima Komando Wilajah Udara untuk 
Angkatan Udara dan Panglima Daerah Angkatan Kepoli­
sran uutuk Angkatazn Kepolisian. 

(3) Pedjabat pimpinan daerah adalah para Panglima Daerah 
ABRI, Gubernur/ Kepala Daerah dan Djaksa Tinggi. 

\ '\ ' 
3 



Pasal 2. 

(1) Gubernur/ Kepala Daerah mendjalankan sepenuhnja kekua­
saan, tugas dan kewadjiban sebagai jang ditetapkan dalam 
Undang-undang No. 18 tahUll 1965. 

(2) Para Panglima Daerah ABRI adalah unsur pengamanan 
bagi pelaksanaan kebidjaksanaa.n-kebidjaksanaan Guber ­
nur/ Kepala Daerah Tingkat I untuk wilajahnja, jang dalam 
rn'elakukan tugasnja dapat dilaksanakan setjara gabungan. 

(3) Dalam melaksanakan tugas pengamanan sebagai diatur 
dalam ajat (2) pasal ini, Para Panglima Daerah ABRI 
tergabung dalam Badan Pengamanan Penguasa Daerah. 

(4) Setiap instansi dan pedjabat mendjalankan kekuasaan, 
tugas dan ke"".adjiban berdasarkan peraturan perundang­
undangan jang berlaku. 

B A B II. 

BENTUK KERDJA-SAMA DAN TATA-KERDJA. 

Pasal 3. 

GUlla lRem.perlantjar kerdja-sama. serta koordina3i, integrasi 
, I 

cIaB ainkrollisa.si kegiat.aJt·kegiatan Pelll6riBtaha.n. di · Daerah 
' dan untuk pengamanannja, Gubemur/ Kepala Daerah dibant'u 

oleh llWljaW'8.ra.k Pimpill.an Daerah (MUSPIDA). 

Pas&! 4. 

(1) Musjawarah Pimpinan Daerah terdiri dari GUbernurj Ke­
pala Daerah Tingkat I, Djaksa Tinggi, PANGDAM, PANG-
DAMAR, P_ANGKOWILU dan P ANGDAK. I 

-<2) Dalam-hal disesuatu Daerah Tingkat I salah-satu :diantara 
pedjabat jang dimaksud dalam ajat (1) pasal ini tidak ada, 
sedangkan daerah tersebut termasuk dalam daerah hu­
kWTUlja, maka pedjabat tersebut dalam ajat (1) pasal ini 
menundjuk wakilnja untuk duduk dalam Musjawarah 
Pimpinan Daerah. / 
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Pasal 5. 

(1) Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah diangkat dan diber­
hentikan oleh Prcsiden. 

(2) Ketua Musjawarah pjmpinan Daerah diangkat diantara 
pedjabat-pedjabat t ersebut pada pasal 4 Inst ruksi ini,. 

Pasal 6. 

Dalam mewudjudkan kerdja-sama, koordinasi, integrasi, 
sinkronisasi dan pengamanan itu, Musjawarah Pimpinan Daerah 
tidak mengul'angi tugas, kewadjiban dan wewenang tiap apa­
ratur Negara jang telah ada. 

Pasal 7. 

Musjawarah Pimpinall Dam'ah bertugas membantu Kepa!a 
Daerah dalam : 

(1) Mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mengsinkroni­
sasikan pelaksanaan tugas aparatul" pemerintahan/ dengan 
kekuatan-kekuatan sosial UlltU]{ mengsukseskan pelaksa­
naan kebidjaksanaan/ program-program Pemeril).tah' setjara 
efektif dan efisien. 

(2) Menentukan penilaian at as intensitas dan extensitas gang­
guan keamanan. 

(3) Menep.tllkan tjara-tjara pengamanan pelaksal1aal1 kebidja]{­
sanaan/ program -program Pemerin tah. 

Pasal 8. 

Untuk wilajah-wil~jah Sumatera, Kalimantan dan Indonesia 
Bagian Timur, maka Deputy Wilajah mengkoordinir tugas-tugas 
Musjawarah Pimpinan Daera'h jang berada dalam lingkungan 
wilajl.!-hnja. 

Pas.al 9. 

(1) Musjawarah Pimpinan Daerah dilaksanakan atas dasar 
'azas Gotong-rojong dengan sikap dan suasana kekeluarga-
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an serta tolel'ansi antara 'segenap angg!ltrta Musjawarah 
jang dipimpin oleh hikmah kebidjaksanaan. 

(2) PaJlgkal tolak setiap l11usjawarah adalah persatuan dan 
kebulataJl, dengaJl ma.ksud untuk memetjahkaJl persoalan­
persoalaJl ' dan bukan untuk menimbulkan pertentangaJl 
a.nta.l'a a.nggauta. , l 

Pasal · 10. 

Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah dalam memimpin 
MusjawaJ'ah itu menempuh segala kebidjaksanaan untuk dapat 
mentjapai permufakatan dan kebulatan pendapat. 

Pasal 11. 

PelaksanaaJl hasil musjawarall dalam Musjawarah Pimpinan 
. Daerah mEmdjadi beban dan ta.nggung·djawab instansi jang 
bel'wenang untuk melaksaJlakaJlllja. 

Pasal 12. 

. Dalam memegang pimpinan kebidjaksanaan politik polisionil 
di Daerah, Gubernur/ Kepala Daerah mempergunakan Angkatan 
Kepolisian seperti jang dimaksud dalam Undang-undang No. 13 
tahun 1961 tentang Ketentuan·ketentuan Pokok Kepolisian 
Negal'a. 

Pasal 13. 

Sekretaris Daerah sebagaimana jang dimaksud dalam 
Undang-undang No., 18 tahun1965 .karena djabatannja mendja­
bat sebagai Sekretaris Musjawarah Pimpinan Daerah, diba:ntu 
oleh pedjabat-pedjabat penghubung jang ditundjuk oleh ang-· 
gauta-anggauta Musjawarah Pimpinan Daerah. 

Pasal 14. 

(1) Ketjuali bagi pasal 8, maka ketentuan-ketentuan tersebut 
pada pasal 1 sampai dengan pasal 12 InstruksiJ inl berlaku 
pula untuk Daerah TingkatII. 
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(2) Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah Tingkat I, mengkoor­
dinir tugas-tugas Musjawarah Pimpinan Daerah Tingkat II 
jang ada didalam lingkungan wilajah kekuasaannja. 

(3) Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah Tingkat I mengang­
kat dan memberhentikan Ketua Musjawarah Pimpinan 
Daerah Tingkat II. 

Pas a! 15. 

Bia ja wltuk penjelenggaraan admini strasi Musjawarah Pim­
pinan Daerah dibebankan lrepada Pemerintah Daerah. 

B A B III. 

P E NV TV P. 

Pasal 16. 
Hal-hal jang belwn · t ermuat dalam Instruksi ini al<:an diberi­

kan dalam petundjuk-petundjuk t ersendiri. 

Pasal 17. 

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1967. 

Ditetapkan di: Djakarta. 
Pada tanggal: 26 DjUIi 1967. 

Pedjabat Pl'esiden Republik Indonesia, 
t.t.d. " 

SOEHARTO 
\ Djenderal ...J. TN!. 
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KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
No.: 115 TAHUN 1967. 

Ka.mi" Pedjabat Presidell RepubJiJk Indonesia, 

Menimbang: bahwa dalam rangka memperlantjar kerdja­
sarna serta koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan-ke­
giatan Pemerintahan di Daerah, perlu mengangkat Ketua-ketua 
Musjawarah. Pimpinan Daerah dan Wakil-wakil Ketua Musja­
wal'ah Pimpinan Daerah. ; 

Mengiugat: 
1. Undang-undang Dasar 1945, pasaJ 4 ajat (2) 
2. Instruksi Presiden Republj.k Indonesia No. 05 tahun 1967 ; 

Memutuskan: 

Menetapkan : 

Per tam a: Mengangkat para pedjabat jang tersebut di-. 
daJam kolom 2 (dua) ini selaku Ketua/ Wakll Katua Musjawarah 
Pimpinan Daerah untuk Daerah seperti . tersebut daJam kolom 
3 (tiga) lampiran keputusan ini. 

Ked u a: Keputusan ini berlaku mulai pada hari ditetap­
kan. · 
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Ditetapkan di : Djakarta . 

.. Pada tanggaJ : 5 Agustus 1967. 
Pedjabat Presiden Republik Indonesia, 

t.t.d. 
SOEHARTO 

Djenderal - TN!. 
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Nom'or 

1 

1. 

2. 

3. 

4. 
,. 

5. 

, 
6. 

(D 

,t; '~ ~"}-

" 

LAMPIRAN: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
- NOMOR 115 TAI-fUN 1967. 

Nama /Pangkatj Djabatan 

2 

TANGGAL: 5 AGUSTUS 1967. 

Dia ngkat mendjadi Ketll a /' 'I 
Waltil Ketlla Musjawarah I 
?impinan Daera h. 

3 

I. SUM A T R A. 

T . Iiamzah -- Brigaclir D jc lI-
dem! TN!. - . 
Pangdam I Iskandar Muda. 

Hasbi. W"hic11, - KoloJl el. 
Gubernur Da'ti I Atjeh. 

Barwo Eclld Wibowo - Brig. 
Djen. TN!. 
Pangdam Il. ' Bukit Barisan. 

lI'Iarnh Iiolim Iiara/tol) - K o­
lonel . 
Gubernur Da ti 1. 

POII,i?na'll - Brigadir D jeudc­
ral , TN! . 
Pangdam JH j 17 Agustus . 

Prof. Drs. Hrtr!bl! Alrasjid Zei,11. 
Gube11mr Da ti I - Sumatera 
Baraf. 

Ketua Musjawarah Pimpinm·. 
Daerah Ting kat I Atjeh. 

Wakil Ketua Musjawarah Pim­
pinan DaeraJl Ting ka t I Atjeh . 

Ketua MusjawaraJl Pimpina n 
DaeraJl Tingkat I Suma tera 
Utara. 

Wakil Ketll a Musjawa rah Pilll­
pinan DaeraJl TingJ<n. t I -
Suma tera Utara. 

Ketua MlIsjawa rah Pimpinan 
Daerah Tingkat I - Suma­
tera Bara t. 

Wakil Ketllo. MusjawaraJl Pim­
pinan Daerah Tingkat I -
Sumatera Ba rat. 

,,-

Keteranga!, 
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1 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

2 

POllbnan - BriyuciiT D jen­
dCTa.l TNI. 
P a ngdum IV j Sriwidjaja . 

Ari/in I1.chvwd - K%nei. 
Gubemul' Dati I -- Paka nba ­
rU j Riau. 

Ishak Djllctrsn B)' jgar/i)' 
DjeHlioml TNI. 
Pangdam IV j Sl'ilVid ja ja. 

H . Abdul iWa,l/<L!. 
Gubel'nllr Dati I - Dja mbi. 

Ish"k Djll(f)'sn Brigarli)' 
D jendenll TNI. 
Pangdam IV j Sl'iwidjaja . . _ 

Moh. Ali Ami n SFI. 
GlIbel'nur Dati I - Palembang . 

I shak Djuu.rsa BTigu.dil· 
Djendera l TNI. 
Pangdam IV jSriwidjaja . . 

Zaellal Abidill P aga'r Ala.1It. 
Gubemur Dati I - Lampullg. 

· 3 

Kelua Ml1sjawarah Pimpinan 
Daerah Tingl<al I - Riau. 

Wakil Kellla Musjawal'ah Pim­
pin an Daerah Tinglmt I -
Riau. 

Kellla Ml1sjawal'ah Pimpinan 
Daerah Tingkat I '- Djambi. 

Wakil K elll a Musjawarah P im­
pinan Daerah 'l'inglmt I -
Djambi. 

Ketlla Musjawal'ah Pimpinan 
Daeral1 'ringlmt I - Palem­
bang. 

Wakil Ketua Masjawarah Pim­
pinan Dael'ah Ting kat I -
Palembang. 

Ketua Musjawarah Pimpinan 
Daerah Tinglmt I - Lampllng. 

Wakil K etua Musjawarah Pim­
pin a n Dael'ah Tingka t I -
Lampung. 

r 
1 

'" 

Deng'''' tj"tuteL1/.: 
l a mewakili Ketun Mu­
sjawarah Pimpinnn Da­
crah Tk. I Ri a ll se-hari2 
apabiia I{e luajPanglimn 
tidak ada dilempnt. 

DeI/rIm, tjatntlln: 
In mewakiJi Kellla Mu­
sjawal'ah Pimpina n Dn­
erah Tk. I Djnmbi se­
hari2 apabiJa Ketuaj 
PangJima tidak ada di­
tempat. 

D engem tjatataH: 
I a mewal<ili Ketua Mu­
sjawarah Pimpinan Da­
cran Tic I Lampung se­
hari2 apabila Ketua/ 
Par,g!ima tidak ada di· 
t empa t. 

----~-. 



.1 I. 
- 1 
15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 
/ 

? :~-- .:..----~ 

" 

2 3 

II. D JAW A 

AmiI' Mach?nllcl - M ajor D jan-
cleral TN!. . 
Pangdam V jDjnya. 

. Ali Sa(likin - MUj01' Djenlleral 
E EO. 
Gubernur DCI. Djaya. 

Dhurso1lo - M (Ljor Djendeml 
TN!. _ 
Pangdam Vl j Siliwangi. 

Mashudi - M (Ljor Dje'ndeml 
TN! . .-' 
Gubernur Dati I . - Djawa 
Bara!=--.. 

·M. Jasin - Mnjor Djencleml 
TN! . 
Pangdam VIII/ Brawidja ja. 

Moh. Wijono ~ Briga(/ir D jen­
deml TN!. 
Gubernur Dati I - Djawa Ti­
m ur . 

Kelua lV[us jc.wal·ah Pimpinan 
Dacra h - Ch usus lstlmewa 
Dja l< a r la. 

Wa kil Ketua Musjawarah Plm­
pinan Daerah Ch usus I sUm e­
\Va Dja ka rta. 

Kelua Musja warah Pimpinan 
Daerah Tingl<at I - Djawa 
Barat. 

Wakil Kelun 1.1usjawarah Pim­
pinan Daerah Ting kat I 
Djawa Barat. 

Ketua Mus jawarah Pimpinan 
Daerah T ingkat I - Djawa 
Tirl1ur. 

Wakil Ketua Musjawarah Pim­
pina n Daerah Tillglmt I -
Djawa Timlll'. 

III. K A L I M II N TAn 

Mltllg Pm'llalli:mnljo ~ Brj.g. 
Dje>;. TN! . 
Pangda.m lXjMl.llawarman. 

Kctua Mllsjn.wn raJl P impina n 
D ael'ah Tinglw.t T - r,aJinlan­
t a n Timur. 

4 
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22, 

23, 

21. 

25. 

26. 

27. 

28. 

2 

Wahab Sjachrol/, [(0/0110/, 

Gubernur ,Dati I - K aliman­
tan Timur. 

S(Ibiril/ - BriyC/(/ir fl,icl/£leml 
TNI. 
P angdam X / Lambung Mang­
kurat. 

H . Abm1l!i S1/.Znilllf/l/. 
Gubel'l1l1r D ati J . - l(nliman­
tan Scla!'an. 

\ 
ArtllS SiswalU. B7' igm/:; /' 
Djem/em/ TNI. 
Pangdam XI/ Tam bung BlIngai 

Ir, Rei,'"rnt SyZv(tm' s 
Gubermrr Dati I - Kaliman­
tan T engah. 

A . J. Wit;. 0 n o. 
P~ngdam XII /Tandj l.,!\gpura . 

S oe1ll(t(/i Be. Hie. - L etl/(I.n 
](olo"el . 
Gubernur Dati I - K aliman­
tan B ar at. 

! 

3 

Waltil K etua Musjawar a.h Pim­
pinan Daerah Tingltal I - K a­
limantan Timur. 

K etua Musjawarah Pimpinan 
Dllerall Tingltat 1: - K aliman­
tan Sclatan. 

Waltil Kelua MlIsj awllrall Pim­
pbu\I1 Dllcl'llh Tingltat I - K a­
liman tan Sclalan. 

K ctua Musjawarah Pimpinnn 
Dncrah Tingk at 1 - Kaliman­
tan Tcng-ah. 

Waltil Kctua Musjllwarah Pinl ­
pinan Daerah Ting l<at J - K a­
limantan T engah . 

K etua MusjawaJ'ah Pimpinan 
D nerah TingJ<at I - Kaliman­
tan Barat. 

Waldl K etua Mu~jawal'ah Pim­
pinan D aerah Tingkat I -- K a­
llmantan B ar at. 
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I rv. S U LAW E S 1. 

29. 

30. 

/ 

31: / 

32. 

33. 

31. 

35. 

Sudar-mono - Brigadir D jen­
d,,,..,l TNI. 
Pangdam XIIljMerdeka. 

lil. W9r" ... ~ - Briga<ii)' Djen­
. deTld TN I. 

OUBernur Sulawesi Utara. 

.!udarmom9 - Brigadir Bjen­
€lera! TNI . 
Pt\>lgdam XIII j Merdoka. 

,A.1lWU Glr. Dt. Mad.jo Basa 
N«.n KUHillg. 
Gubernur Dati I 'Sulawesl T e­
Il·gili. 

Selic hi", GP. - BrigiJdir Djen­
doral TNI. 
Pangdam XIV jHM3D.Jluddln. -

A chm«<i Lamo - K91ollel. 
Gubernur Dati I - Sulawesi 
Selatan. 

Soliohin GP. - Brigadir Djen­
denl.l TNI. 
Pangdam XIV /Hassanudin. 

Ketua Musj\lwarah Pimpinan 
Daerah Tingkat I Sulawesi 
Utara. 

Wllkil Ketua Musjawarah Pim­
pinan Daer.ah Tingkat I Sula­
wesi Utar1'-. 

Ketun Musjawarah Pimpinan 
Daerah Tingkat I Sulawesi 
Tengah. 

Wakil Kelua Musjawarah Pim­
plnan Daerah Tlngkat I Sula­
wesi Tengah. 

Ketua Musjawara h Pimpinan ­
Daerah Tlngkat I Sulawesi Se-
\atan. / 

Wakil Ketua Musjawarah Pim­
pin an Daerah Tingkat I Sula­
\ves\ SeJatan. 

Ketua Musjawarah Pimplnun 
DaeraJl Tingkat I Sulawesi 
Tenggara. 

4 

Dellga'll tjatata. ... : 
In mewakili Ketua Mu­
sjawarah Pln1pinan Da­
crah Tingkat I Sulawesi 
Tengah schari-hari apa­
bila Ketua/Panglima tI­
dak ada ditempat. 
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36. 

37. 

38. 

39. 

10. 

H. 

12. 

" 

2 

Eddy Baba.ra - Kolonel. 
Gubernur Dati I - Sulawesi 
Tenggara 

3 

Wakil Ketua Musj awarah Pim­
pin~n Daerak Tlngkat I Su la­
wesi Te.nggara. 

V. MA L U K U. 

Djo/wr! -- Brlyadir DjemlomZ 
TN I . 
PlI.ngclam X V /Pattlmura. 

0 .1. L.,ntmna/d?l" 
Gubel'llur Dati I Maluku . 

K etua Mw;Jawarah Pimpi nan 
Daerah Tinglcut I M alu)w. 

/ 

Waltll K eLun MusJn,warah Pim­
pillan Dnerah TinglUll I Mn­
lu)w, 

VI. B A L I clan NUSA TENGGARA, 

Sn/<e1'/ijo - B?'i.g",Ur DjeH(l e­
ral TNI , 
Pangdam XVI/Uclajana, 

~nsti Put1/. Mel'tha, 
Gubernur Dati I - B ali , 

Soek edijo - Brig"d;-,. Djcmlc-
m! TNI, ' 
Pangdam XVI/Udajana, 

\Va s il" Ku~mmak, 
Gubernur Dati I Nusa Teng­
gara Bm'at, 

{(elua l\4:uf.' ja\vnrah Pilnpin :'11l 
Dn.cmh Ting k at I Bal i. 

Wakil K etua Musj a(var ah P im­
plnan Daer ah T inglmt I Bali , 

K elua MlIsj awarah Pimpinan 
D aer ah ' Ting k al I Nusa T eng­
gura Bamt. 

Wakil Kellla. Musj awarah Pim­
pinan D aerah TingkaL I Nusa 
Teng-gara Barat " ' 

4 

Denyrm tjrttatrw : 
[a m cwakiIi K ewa Mu­
sj awarah Pimpi:'o n Da · 
cl''l-h Tk , 1 Nusa '~"ngga­
r a Baral sc-hariL apabila 
K etua/ Pal1ghma Lidak 
ada d itcmpat. 

D eng'''' tja/ate", : 
I a mewaki li K elua Mu­
sj awarah Pimpinan D a­
cr all T ingkat I Nusa 
T enggam Bm'at. Se­
hari-hari .aDabila Ketua/ 
Pangl ima/iJdak ada c1i­
l cmpat, \ \ 

" \ 
I' 
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. 43. ' 

44. 

~-

/-
" 

2 

Boeker~ijo - Brigadir DjclI<le-
raZ TN!. ' 
Pangdam XVIjUaajana. 

EZ Tart .. 
Gilbernur Datl I - Nusn Teng· 
gara Timur. 

-} -:-~~-' . 
Z;, 

. ............ ,..-.:, .~ ~-:;<, .!'; "";:"' ~""'·.'='1i'!" "'~~n -~. , d 
:: 

3 

Ketlla Musja wara h Pimpin~n 
Daerah Tingka t I NlI sa Teng­
gara TiITIUr. 

Wakil Kelua Musjawara h P" .I­
plnan D~eJ'ah Tingl,at I -
Nusa. T enggara Ti.mur. 

D eng(1lI tjatatcLn: 
I a mewakili Kellla MlI ­
sj awu l'a h Pimpinan Du­
erah TingJ<at I Nus,," 
T enggara Tinlur se­
hari2 a pabila Kelua/ 
Panglima tidak a da di· 
t empat. 
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